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Dilihat dari kenyataan yang ada di Negara mayoritas muslim telah terjadi 

orang non muslim dijadikan pemimpin, pada dasarnya jika dilihat hak asasi 

manusia (HAM) maka tidak ada salahnya jika seseorang non muslim ingin 

mencalonkan diri menjadi pemimpin dikarenakan setiap memiliki hak yang 

seimbang dan hak yang sama serta memiliki hak untuk mencalonkan diri menjadi 

pemimpin ataupun memilih dan dipilih oleh siapa saja yang ingin memilih orang 

non muslim tersebut sebagai pemimpin. Namun yang menjadi persoalan 

bagaimana jika seorang non mulim menjadi pemimpin bagi kalangan muslim 

dilihat dari perspektif hukum positif dan Fiqih siyasah. 

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagimana sistem 

pemilihan kepala daerah syarat beragama Islam dalam prespektif hokum positif 

dan Fiqih Siyasah dan untuk mengetahui syarat beragama Islam dalam prespektif 

hukum Islam dan fiqih siyasah. 

Jenis penelitian ini ialah penelitan hukum normatif, penelitian hukum 

yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma 

yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Bahan 

dan sumber bahan hukum terdiri dari primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, Analisis hasil 

penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi atau mempersetujui dan memberi 

komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian. 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Kepemimpinan dalam 

Hukum positif yang telah diatur didalam Undang-undang Pilkada, pada Pasal 7 

butir a, yang mencantumkan syarat seorang calon haruslah orang yang “Bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa”, kemudian juga Sebagian para ulama memang 

mensyaratkan Muslim sebagai pemimpin, seperti Syaikh Imam Qurtubi dan 

Muhammad Abduh: tidak sesuai dengan ketentuan Al- Qur‟an dan agama Islam, 

ditakutkan pemimpin dari kalangan non-Muslim akan merubah aturan yang sudah 

ada dengan agama mereka, namun ada juga yang memperbolehkan kepemimpinan 

non-Muslim, seperti Hasbias-siddiqi, karena menimbang dari kerja sama, bantu-

membantu, dan bersahabat setia diantara dua orang yang berlainan agama untuk 

kemaslahatan dunia, yang demikian itu tidak dilarang.  

 

 

 

 




